Menimbang

Mengingat

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10TAHUN 2015

TENTANG

POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH”45” KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan
Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian
Kesehatan, maka RSUD ‘45 Kuningan perlu menyesuaikan
pola tarif dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan
kesehatan;

b. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya pembiayaan

klaim biaya layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjutan pasien peserta BPJS dengan paket
pelayanan kesehatan berdasarkan kepada Indonesia Case
Based Groups (INA-CBG’s) maka perlu dilakukan
penyesuaian dalam tata kelola keuangan RSUD 45
Kuningan;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian tata kelola keuangan

RSUD’45 Kuningan, maka perlu meninjau kembali Pola Tarif
Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum RSUD’45;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b dan c,

untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah 45
Kuningan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan
bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1350, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5256);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun
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2015Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996Nomor 49, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 3637);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

21.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah denganPeraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

22 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

23.PeraturanMenteriKesehatanNomor159b/MENKES /PER/II/88
tentangRumah Sakit;

24 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

26.PeraturanMenteriKesehatanNomor 12 Tahun
2013tentangPola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/392/20009,
tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah “45”
Kuningan Milik Pemerintah Kabupaten Kuningan Provinsi
Jawa Barat ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Daerah dengan
klasifikasi Klas B;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
DaerahKabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68,
Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kuningan Nomor 70);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
DaerahKabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77,
Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kuningan Nomor 79)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Kuningan Tahun 2015
Nomor S5 Seri D, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten
Kuningan Nomor 5);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
RSUD “457 Kabupaten Kuningan (Lembaran
DaerahKabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 152
Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kuningan Nomor 52);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran DaerahKabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
29 Seri A, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kuningan
Nomor 26);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANGPOLA
TARIFBADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM
DAERAH “45” KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten
Kuningan.

o

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum “45” Kuningan.

6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
BLU Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLUD).

7. Penerimaan kegiatan pelayanan Rumah Sakit
terdiridarikegiatan pelayanan dan non pelayanan
merupakanpenerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas
pelayanan kesehatanbaik berupa jasadan atau

barangdalammenjalankanfungsinyamelayanikepentingan
masyarakataulnstansi lainnya.

8. Pelayanan Kesehatanadalahkegiatanpelayanan medikdan
nonmedik.

9. PelayananMedikadalahpelayananyangbersifatindividuyangdiberik

anolehtenagamedik,paramedik berupa
pemeriksaan,konsultasi,tindakan medikdan pelayanan
kefarmasian.

10. PelayananRawatJalanadalahpelayananmedis dan penunjang
medis
kepadapasienuntukobservasi,diagnosis,pengobatan,rehabilitasim
edikdanpelayanan kesehatan lainnyatanpatinggaldiruangrawat
inap meliputi: Poliklinik, Kamar Operasi, Rehabilitasi, dan
kamar tindakan lainnya.

11. Pelayanan  Klinik Dengan Perjanjian/ Khusus adalah
pelayanankepadapasienuntukobservasi,diagnosis,pengobatan,reh
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

abilitasimedikdanpelayanan kesehatan
lainnyatanpatinggaldiruangrawat inap dengan  pelayanan
khusus.

PelayananRawatDaruratadalah pelayanantindakan
medisyangharusdiberikansecepatnyauntuk
mencegah /menanggulangiresikokematian ataucacat (Life saving).

PelayananRawat Inapadalahpelayananmedis dan penunjang
mediskepadapasienuntukobservasi,perawatan,diagnosis,pengob
atan,rehabilitasimedikdanataupelayanankesehatanlainnyadengan
menempatitempattidur/menginap.

PelayananRawatIntensifadalahPelayananyangdiberikankepadaPas
iendalamkeadaankritis yangmemerlukan
pemantauanketatdanintensifpadaruangankhususdengansaranak

hususdantenagayangterampil.

Pelayanan Rawatlsolasiadalah Pelayananyangdiberikan
kepadaPasien padaruangankhususyangmerawat Pasiendengan
penyakitinfeksimenularatau yangperlu penatalaksanaan khusus.

PelayananRawatSehari/OnedayCarediRumahSakitadalahpelayan
ankepadapasien untukobservasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau
pelayanankesehatanlaindan menempatitempat tidurkurangdari24
jam.

Pelayanan Rawat Kurang dari satuHari/HalfDay
Careadalahpelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lain danmenempati tempat tidur kurangdaril2 jam.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada
pasienuntuk membantu penegakan diagnosisdan terapi.

PelayananNonMedik adalahpelayananyang meliputi
pelayananpendidikan dan penelitian di rumah sakit,pelayanan
Ambulance dan mobil jenazah,

PelayananAdministrasi,Pelayananlaundry dan lain-lainpelayanan
yang tidak terkaitdenganpelayanan kesehatan dan kegiatan
usaha lainnya meliputi penggunaan lahan/ruang, parkir, kantin,
hostel, dan kerjasama operasional.

Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan
kepada pasien dalam bentuk pelayanan: Dokter Rehabilitasi
Medik, Fisioterapi, Ocupasional Terapi, Terapi Wicara,
Ortotik /Prostetik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna
meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras
dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi
dan mulut pada pasien di rumah sakit.

Pelayanan konsultasi khusus adalah konsultasi dan pemeriksaan
khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/ paket
pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.

Pelayanan medico-legal atau asuransi adalah pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau
kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya
atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan
ditetapkan Direktur.

Tindakan medik operasi adalah tindakanpembedahan
yangmenggunakanpembiusanumumdanpembiusan lokal.

Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada
pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang
diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan
tanpa pembedahan yang tidak mempengaruhi atas keutuhan
jaringan pasien.

Tindakan medik SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter
yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau
tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari
dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan
jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan
kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.

Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang
meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi dan Bedah Mayatyang
dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pemakaman dankepentinganproses peradilan.

Tarif kegiatan pelayanan merupakan sebagian atau seluruh biaya
yang dibebankan kepada penerima pelayanan atau pihak
penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

Tarif layanan kesehatan dirumah sakit adalah tarif yang terdiri
dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas
pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.

JasaPelayananadalahimbalanyangditerimaolehpelaksanapelayana

natasjasa pelayanan
yangdiberikankepadapasiendalamrangkaobservasi,diagnosis,peng
obatan,tindakan medis,
konsultasi,visite,rehabilitasimedikdanataupelayanan terkait
lainnya.

Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan
medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung
dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan
konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

Sarana adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan
medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat/lunak.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik
yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan
medik.

Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan
perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.

Ruang Perawatan Intensive (Insentive Care Unit/ICU), Neo Natal
Care (NICU), HCU adalah suatu tempat yang melaksanakan
pelayanan medik dan perawatan intensive.

Penjaminadalahinstansi/lembaga/BadanHukum /seseorang,
sebagaipenanggungjawabatasBiaya
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38.

39.

40.

41.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pelayanankesehatanterhadapseseorangyangmenggunakan/mend
apatpelayanandi RumahSakit.

Pendapatan BLUD RSUD “45” Kuningan adalah total pendapatan
kegiatan rumah sakit yang bersumber dari layanan kesehatan
dan layanan non kesehaan.

Pengelolaan pendapatan BLUD RSUD “45” Kuningan terdiri dari
Biaya Operasional dan Biaya Pegawai.

Biaya Operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk
operasional atau kegiatan rumah sakit.

Biaya Pegawai adalah komponen biaya yang terdiri dari gaji
pegawai BLUD RSUD “45” Kuningan Non Aparatur Sipil Negara,
Jasa Pelayanan, Insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan
asuransi pegawai.

BAB II
KEBIJAKAN POLA PERHITUNGANTARIF

Bagian Kesatu
Maksud dan Kebijakan

Pasal 2

PolaTarif @ BLUD Rumah  Sakit Umum  Daerah 45’
Kuninganmerupakan dasar perhitungan untuk menetapkan
besaran tarif layanan rumah sakit.

Pola Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan seluruh
biaya yang dibebankan kepada penerima jasa layanan
kesehatan.

Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
denganmemperhatikan aspek kontinuitas dan pengembangan
layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan
kompetisi yang sehat, dan tidak mengutamakan untuk mencari
keuntungan.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif

Pasal 3

Perhitungan tarif rumah sakit berdasar pricing policy sesuai
dengan peraturan perundangan rumah sakit bahwa tarif rumah
sakit berbasis harga satuan (unit cost)

Rumus yang digunakan adalah :

T=UC+JP
T = tarif
ucC = unit cost / harga satuan
JP = jasa pelayanan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Tarif pelayanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan
pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
serta dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit.

Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif
untuk pelayanan yang dilaksanakan/diberikan rumah sakit.

Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa
pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan
seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan
fungsional rumah sakit.

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah “45” ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam penyusunan tarif layanan di BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah “45” Kuningan, perhitungan jasa sarana untuk :

a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point)
b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point)

c. Kelas selain huruf (a) dan huruf (b) lebih besar dari titik impas
(break even point) dengan besaran yang ditetapkan
berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Pelayanan yang Dikenakan Tarif

Pasal 4

Setiap orang yang mendapatkan layanan pada Rumah Sakit wajib
membayar biaya pelayanan.

Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan
berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan terdiri atas
pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, pelayaan
penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rehabilitasi, dan kamar
tindakan lainnya.

Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi ruangan perawatan, kamar operasi, kamar bersalin,
rawat intensif, dan rehabilitasi.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :

a. pelayanan penunjang medis yang bersifat mendukung
penegakan diagnose medis.

b. pelayanan non penunjang medis yang tidak berhubungan
langsung dengan pelayanan medis namun berada
dilingkungan rumah sakit.

Pelayanan di rumah sakit yang dapat dikenakan tarif
dikelompokan ke dalam pelayanan :

pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas.

tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif.
asuhan keperawatan.

asuhan gizi.

oo
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konsultasi farmasi.
pelayanan penunjang medik.
sewa peralatan medis.
sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit.
sewa kendaraan (Ambulance dan kendaraan jenazah).
pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
pelayanan medico legal.
(7) Pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan :
pelayanan IGD.
pelayanan Rawat Jalan.
pelayanan Ruang Rawat Inap.
pelayanan Bedah Sentral.
pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU.
pelayanan Hemodialisa.
pelayanan Radiologi.
pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.
pelayanan Rehabilitasi Medik.
pelayanan Farmasi.
pelayanan Gizi.
. pelayanan Kebidanan (VK).
pelayanan Medical Check Up.
pelayanan Forensik.
pelayanan Ambulance dan Kendaraan Jenazah.
pelayanan Medico legal.
(8) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi :
Kebidanan Penyakit Kandungan.
Penyakit Dalam.
Bedah Umum.
Bedah Ortopedi.
Bedah Digestive.
Bedah Urologi.
Bedah Syaraf.
Bedah Onkologi.
Bedah Anak.
Bedah Torak dan Cardiovasculer.
Bedah Plastik.
Bedah Mulut.
Kesehatan Anak.
Penyakit Syaraf.
Penyakit Jantung dan pembuluh darah.
Penyakit Paru.
Penyakit Mata.
Penyakit THT-KL.
Kesehatan Jiwa.
Penyakit Kulit dan Kelamin.
Radiologi.
Rehabilitasi Medik.
Patologi Klinik.
Patologi Anatomi.
Gizi Klinik.
Ortodonti.
aa. Prosthodonti.
bb. Konservasi Gigi.
cc. Forensik.
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Bagian Keempat
Tarif Kelas Perawatan

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan, perhitungan jasa sarana untuk:

a.
b.

C.

Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);
Kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point);

Kelas selain huruf a dan b (Kelas Utama, Kelas I (satu) lebih besar
dari titik impas (break even point) dengan besaran yang
ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah
Sakit.

. Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan

kebutuhan.

. Proporsi kelas perawatan untuk kelas III (tiga) sekurang-

kurangnya 30%(tiga puluh per seratus) dari jumlah tempat tidur
yang tersedia.

Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
1) KelaslIII

2) Kelas II

3) Kelas I

4) Kamar Isolasi.

5) Kamar VIP.

6) Kelas VVIP/PAVILIUN.

7) Intensive (ICU/ICCU/NICU).

8) Rawat Satu Hari (One Day Care).

9) Rawat Observasi.

g. Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf f

ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
TARIF KEGIATAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jasa

Pasal 6

(1) Tarif kegiatan pelayanan meliputijasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD “45” atas
pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan,
bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung
dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis
dengan memperhitungkan biaya investasi.

(3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan
medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
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(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan
jasa tenaga lainnya.

(5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa
seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

(6) Tarif pelayanan pasien dengan asuransi BPJS mengacu kepada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola
Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan yang diimplementasikan dalam pola
pembiayaan INA-CBGs.

Bagian Kedua
Hari Rawat

Pasal 7

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan
tanggal pasien keluar.

Bagian Ketiga
Tarif Rawat Sehari
(One Day Care)

Pasal 8

(1) Tarif rawat sehari dirumah sakit, merupakan pelayanan yang
hanya memerlukan perawatan singkat.

(2) Tarif rawat sehari terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keempat
Komponen Akomodasi Rawat Inap

Pasal 9

Yang termasuk komponen sarana Rawat Inap adalah:
a. Sewa ruang rawat inap;
b. Pembebanan biaya listrik, telepon, air, barang cetakan dan untuk
keperluan perawatan;
c. Biaya makan pasien;
d. Biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
e. Biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Bagian Kelima
Penggunaan Bahan Habis Pakai(BHP)

Pasal 10

(1) Penggunaan BMHP dan alat kesehatan tertentu di luar standar
ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga BMHP
atau alat kesehatan tersebut.

(2) Alat kesehatan sebagaimana dimakud pada ayat (1) meliputi :
a. Spuit;
b. Infus set;
c. Kateter Intra vena;
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d.
e.
f.

g.

Wing needle;
Tranfusi set;
Oksigen; dan
Dan lain-lain;

(3) Alat kesehatan seperti yang tersebut pada ayat (1) meliputi

SRS @ e Ao o

Oksimetri;

Infuse pump;

Syringe pump;

Incubator;

Infant warmer;

Bed side monitor;

Ventilator;

CPAP;

Kasur dekubitus;

Penghangat darah;

Lemari pendingin jenazah; dan
Alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Bagian Keenam
Jasa Asuhan Keperawatan

Pasal 11

Jasa AsuhanKeperawatan meliputi :

a. Asuhan keperawatan minimal/minimal care;
b. Asuhan keperawatan parsial/partial care;

c. Asuhan keperawatan total/total care;dan

d. Asuhan keperawatan intensif/intensive care.

(1) Jasa Pelayanan dokter yang tercantum didalam jasa pelayanan

Bagian Ketujuh
Jasa Pelayanan Dokter

Pasal 12

rawat inap terdiri atas :

a.
b.
C.
d.
e.

(2) Pelayanan dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali
selama 24 jam, kecuali dalam keadaan tertentu pemeriksaan
dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visite

Konsultasi.

Pengkajian dan pemeriksaan klinis.

Diagnosa klinis.

Rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang.
Nasehat dan saran.

dibebankan sesuai dengan jumlah pemeriksaan.

(3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih
dokter dengan bidang spesialis yang berbeda,
pelayanan dokter dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.

14
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Bagian Kedelapan
Tarif Tindakan Gawat Darurat

Pasal 13

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi:

a. Tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif atau
tindakan medik non operatif.

b. Tindakan kegawatdaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif
atau medik non operatif.

c. Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum,
maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif
tindakan.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Khusus dengan Perjanjian

Pasal 14

(1) Tarif rawat jalan pasiendengan perjanjianminimal dua kali dari
tarif pelayanan rawat jalan reguler.

(2) Tarif perawatan dan tindakan pasien dengan perjanjianbesaran
jasa pelayanan dokter penanggungjawab pelayanan
minimalditambah 100 % dari jasa pelayanan tarif reguler.

Bagian Kesepuluh
Tarif pelayanan Haemodialisa

Pasal 15

Tarif pelayanan Haemodialisa dikelompokan menjadi :
a. Tarif Haemodialisa single use.
b. Tarif Haemodialisa reuse.

Bagian Kesebelas
Tarif Pasien Asuransi

Pasal 16

(1) Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
mengacu kepada besaran tarif yang berlaku atau sesuai dengan
INA-CBGs yang berlaku.

(2) Tarif untuk pasien Asuransi lainnya mengacu kepada Pola Tarif
yang ditetapkan oleh Bupati atau mengacu kepada MoUantara
rumah sakit dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien
yang bersangkutan.
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Bagian Keduabelas
Tarif Tindakan Medik

Pasal 17

(1) Jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud meliputi Tindakan
Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif;

(2) Tindakan medik operatifmerupakan tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal
yang meliputi;

a. Tindakan medis operasi kecil;

b. Tindakan medis operasi sedang;

c. Tindakan medis operasi besar;

d. Tindakan medis operasi khusus.

(3) Tindakan medik non operatif di kelompokan menjadi :

a. Tindakan medik non operatif invasif.

b. Tindakan medik non operatif non invasif.

c. Pemeriksaan dan konsultasi merupakan pelayanan medis
yang dilakukan dirawat jalan dan rawat darurat.

d. Pemeriksaan dan konsultasi merupakan pelayanan medis
yang dilakukan dirawat inap dan rawat intensif.

(4) Penentuan suatu tindakan medik ke dalam jenis Tindakan Medik
Operatif dan Tindakan Medik Non Operatifsebagaimana
dimaksudpada ayat (1) berdasar perhitungan Unit Cost.

Bagian Ketigabelas
Tarif Tindakan Medik Operatif

Pasal 18

(1) Tarif tindakan medik operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan

(2) Jasa sarana dalam tindakan medik operatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Sewa ruang OK
b. Penggunaan bahan-bahan :
1) Desinfektan
2) Kasa
3) Pelester
4) Benang roll
5) Sarung tangan
6) Bisturi (pisau bedah)
7) Jarum
8) Verband
c. Penggunaan alat
1) Alat Instrument bedah dari tindakan yang bersangkutan
2) Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di
ruang OK
(3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik operatif terdiri dari jasa
pelayanan pembedahan,jasa pelayanan pembiusan, termasuk
didalamnya jasa perawat kamaroperasi,jasa perawat asisten
dokter anestesi dan pelayanan administrasi.
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Pasal 19

(1) Tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa sarana dan
jasa pelayanan.

(2) Jasa sarana dalam tindakan medik non operatif meliputi :
a. Penggunaan sarana dan prasarana
b. Penggunaan bahan-bahan :
1) kapas + alcohol
2) desinfektan

3) kasa

4) plester

5) sarung tangan
6) Verband

c. Penggunaan alat:
1) Alat Instrumen dari tindakan yang bersangkutan.
2) Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di
ruangan.

(3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non operatif terdiri dari
jasa pelayanan dokter, jasa pelayanan keperawatan, dan jasa
pelayanan administrasi.

Bagian Keempatbelas
Satuan Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 20

(1) Satuan tindakan medik non operatif untuk tindakan yang sama
dihitung perhari atau 24 jam.

(2) Tindakan medik non operatif yang dilakukan lebih 1 (satu) kali
per hari,maka tarif jasapelayanan dihitung 1 (satu) kali.

Bagian Kelimabelas
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 21

(1) Jenis pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :
a. Pelayanan persalinan normal.
b. Pelayanan persalinan Patologi.
c. Pelayanan bayi baru lahir.
d. Tindakan medik genekologi.

(2) Tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa
tindakan medik operatif atau tindakan non operatif.

(3) Untuk tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang
tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dengan
tindakan medik operatif.
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Bagian Keenambelas
Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 22

(1) Pelayanan kefarmasian meliputi: pelayanan resep pasien,
pelayanan farmasi klinis, pelayanan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) untuk Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Gawat Darurat
dan Kamar Operasi.

(2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh
Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, PPN
dan PPh. Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan.

Bagian Ketujuhbelas
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 23

(1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
a.Pemeriksaan Laboratorium.
b.Pemeriksaan Radiodiagnostik.
c.Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
d.Pemeriksaan Diagnostik Khusus.

(2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri komponen jasa sarana
dan jasa pelayanan.

Bagian Kedelapanbelas
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

(1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Fisioterapi.
b. Pelayanan Rehabilitasi Medik terapi wicara.
c. Pelayanan Rehabilitasi Medik okupasi.
d. Pelayanan Prothesa.
e. Pelayanan Rehabilitasi Medis yang lain.
(2) Tarif pelayanan rehabilitasi terdiri dari komponen jasa saranadan
jasa pelayanan.

(3) Besarnya tarif rehabilitasi medik disetiap kelas perawatan
ditetapkan secara proporsional.
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Bagian Kesembilanbelas
Tarif Pelayanan Medik Gigi

Pasal 25

(1) Jenis pelayanan medik Gigi dan Mulut  meliputi
pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut.

(2) Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut disetarakan dengan
tindakan medik operatif,sedangkan tarif dan klasifikasi jenis
disesuaikan dengan tindakan medik operatif.

(3) Tarif pelayanan Medik dan Mulut terdiri dari komponen jasa
saranadan jasa pelayanan.

Bagian Keduapuluh
Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus,Medicolegal

Pasal 26

(1) Pelayanan medico-legal dan asuransi di rumah sakit
dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim
dokter yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Visum Hidup dihitung tersendiri
dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang
diberikan oleh Rumah Sakit pada Pasien.

(3) Tarif pelayanan medico-legal atau asuransi khusus terdiri dari
jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
a. Pelayanan Konsultasi Gizi.
b. Pelayanan Konsultasi Psikiatri.
c. Pelayanan Konsultasi Psikologi.
d. Pelayanan Konsultasi Farmasi.
e. Pelayanan Medical Checkup.
(5) Pelayanan Medico- Legal dan asuransi meliputi:
a. Pemeriksaan Visum Hidup .
b. Pemeriksaan Visum Et Repertum.
c. Pemerikasan Visum Jiwa.
d. Surat Keterangan untuk klaim asuransi.

Bagian Keduapuluhsatu
Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 27

(1)Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
a. Pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik.
b. Pelayanan konsultasi gizi di Rawat Inap.

(2)Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau
tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh direktur untuk
melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
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(3)Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap
diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
Rawat Inap pasien yang bersangkutan.

(4)Tarif pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik Dengan Perjanjian/
Khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(5)Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari
jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarananya sudah termasuk
dalam sarana rawat inap.

Bagian Keduapuluhdua
Tarif Pelayanan Konsultasi Psikiatri

Pasal 28

(1) Pelayanan Konsultasi Psikiatri meliputi :
a. Pelayanan konsultasi Psikiatri di klinik rawat jalan.
b. Pelayanan konsultasi Psikiatri di klinikdengan perjanjian/
khusus.
c. Pelayanan konsultasi Psikiatri di rawat inap.

(2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis
kedokteran jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang
ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan
konsultasi Psikiatri.

(3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi Psikiatri untuk pasien rawat
inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
(DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab
pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran
jiwa (SpKJ).

(4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poli klinikdengan
perjanjian/ khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keduapuluhtiga
Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 29

(1) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
a. Perawatan jenazah dan penyimpanan Jenazah.
b. Konservasi Jenazah.
c. Bedah Mayat.

(2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen
jasa sarana dan jasa pelayanan.
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BAB IV
TARIF KEGIATANNON PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Tarif

Pasal 30

Tarif pelayanan non medispelayanan kesehatan terdiri dari;

a. Kegiatanpendidikan dan penelitian di rumah sakit.

b. Kegiatan Ambulance dan mobil jenazah.

c. Kegiatan usaha lain yang dikenakaan tarif.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Bagian Kedua
TarifKegiatan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 31

Kegiatan pendidikan danpenelitian meliputi magang, orientasi,
study banding, praktek lapangan, ujian stase, sewa lahan
praktek dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan lain.

Kegiatan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di
rumah sakit bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non
kesehatan yang rutin dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama (PKS).

Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi Pelajar/Mahasiswa : SMK Farmasi, Mahasiswa
D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan profesi (dokter,ners, apoteker).

Tarif Kegiatan pendidikan dan penelitian terdiri dari komponen
jasa sarana dan jasa pelayanan.

Kegiatan studi banding ke rumah sakit meliputi pelayanan
studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan
keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta
ruang lingkup administrasi dan keuangan.

Tarif Kegiatan studi banding terdiri dari komponen jasa sarana
dan jasa narasumber.

Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding
diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam
pelayanan studi banding.

Bagian Ketiga

Tarif Kegiatan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 32

(1) Tarif sewa Ambulance dan mobil jenazahterdiri dari Sewa

Ambulance/jasa operasional kendaraan dan jasa pelayanan.

(2) Besaran Sewa Ambulance/jasa operasional kendaraan dan jasa

pelayanan sesuai dengan jarak antaran.
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(3) Untuk pasien dengan administrasi umum dan asuransi Non
BPJS Biaya penggunaan Bahan Bakar, jasa pendampingan
Dokter dan atau Perawat menjadi tanggung jawab
keluarga/pasien tersebut sesuai dengan jarak antaran.

(4) Untuk pasien dengan administrasi BPJS Biaya penggunaan
Bahan Bakar, jasa pendampingan Dokter dan atau Perawat
merupakan biaya paket a